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PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2009 
TENTANG 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI 
DAN / ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  

DI KABUPATEN/KOTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi 
dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang  perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan 
Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana 
Perdagangan Orang di  Kabupaten/Kota;  

Mengingat  :     
 

1. 
 
 
 
 

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
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Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4720); 

 3. 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor  65  Tahun  2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi 
dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4818); 

 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Kementerian Negara RI; 

 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan  Kabinet Indonesia Bersatu; 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN 
TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN 
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI 
KABUPATEN/ KOTA.      

BAB I 
 KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 
Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan: 
1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolok ukur 

kinerja pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu di Kabupaten/Kota dalam 
memberikan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial 
kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang. 

2. Kabupaten/Kota adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia setelah 
Provinsi yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota, dan dalam konteks 
Peraturan ini  kabupaten/kota adalah pembagian wilayah administrasi dan 
geografi termasuk kecamatan, kelurahan/desa, kawasan tertentu, rumah 
tangga dan keluarga. 

3. Pemerintah daerah adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintah daerah.  

4. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT adalah unit kerja 
fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau 
korban tindak pidana perdagangan orang dan dapat juga melayani korban 
kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

5. Rehabilitasi adalah pemulihan saksi dan/atau korban tindak pidana 
perdagangan orang dari gangguan kondisi fisik, psikis, dan sosial sehingga 
dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga 
maupun dalam masyarakat. 

6. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali saksi dan/atau korban 
dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat 
memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau 
korban TPPO. 
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Pasal  2 
SPM  bagi saksi dan/atau  korban tindak pidana perdagangan orang 
dimaksudkan  untuk menjadi pedoman bagi daerah dalam melaksanakan 
perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta 
pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau 
korban tindak pidana perdagangan orang. 

Pasal 3 
Pemberian layanan minimal bagi saksi dan/atau korban tindak pidana 
perdagangan orang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada saksi 
dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan kebutuhan 
dasar saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang. 

Pasal  4 
SPM Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan 
orang berdasarkan pada prinsip-prinsip: 
a. penghormatan hak  saksi dan/atau korban, artinya pelayanan yang diberikan 

terhadap saksi dan/atau korban mencerminkan perlindungan dan 
penghormatan hak asasi, harkat dan martabat saksi dan/atau korban tindak 
pidana perdagangan orang; 

b. non diskriminasi, artinya  pelayanan berlaku untuk seluruh saksi dan/atau  
korban tindak pidana perdagangan orang tanpa membedakan status, agama, 
suku, ras golongan dan gender; dan 

c. akuntabilitas, artinya pelayanan saksi dan/atau korban tindak pidana 
perdagangan orang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pasal  5 
Petunjuk tehnis pelaksanaan SPM pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban 
tindak pidana perdagangan orang  sebagaimana  tercantum dalam Lampiran 
Peraturan ini. 

BAB II 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  

PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU  
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI  

KABUPATEN/KOTA 
Pasal  6 

SPM pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan 
orang di Kabupaten/Kota meliputi: 
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